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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Keberadaan transeksual di Indonesia masih menjadi kontroversi, terlepas dari pro dan kontra 

yang ada, keberadaan mereka haruslah tetap dilindungi dan dijamin hak-haknya karena di dalam diri 

mereka terdapat hak asasi manusia yang melekat padanya. Penggantian jenis kelamin termasuk 

kedalam hak asasi manusia, karena bagaimanapun setiap orang memiliki hak atas dirinya. Pada kasus 

yang dialami Faqih dalam ini hakim menolak permohonan pengesahan pergantian jenis kelamin 

dan nama. Sementara Faqih telah menjalani operasi penggantian jenis kelamin dan sudah 

mengikuti seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU Adminduk dan juga 

Perpres No.25 Tahun 2008, dengan ditolaknya permohonan tersebut menyebabkan ketidakpastian 

terhadap legalitas dari identitasnya. Hal ini juga disebakan karena tidak adanya pengaturan yang 

jelas mengenai penggantian jenis kelamin di      Indonesia. Walaupun, terdapat UU Adminduk dan juga 

Perpres No.25 Tahun 2008 dua peraturan itu hanya mengatur secara adminstratif saja, untuk 

ketentuan bisa atau tidaknya melakukan penggantian  jenis kelamin di Indonesia secara pasti masih 

belum diatur sehingga menimbulkan kekosongan hukum juga menyebabkan ketidakpastian hukum 

terutama pada kasus tersebut. 

 
5.2. Saran 

Menurut penulis, berdasarkan UU Adminduk dan juga Perpres No.25 Tahun 2008 sudah 

cukup memadai pengaturan mengenai prosedur perubahan identitas hingga mendapatkan penetapan 

pengadilan. Namun untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas yang baru ini cukup 

sulit seharusnya terdapat pengaturan yang jelas mengenai penggantian jenis kelamin di Indonesia 

sehingga para pelaku penggantian jenis kelamin mendapatkan kepastian hukum terhadap 

identitasnya karena mereka juga tidak ingin memiliki ketidakpastian dalam diri mereka terhadap 

jenis kelamin yang dimilikinya. Pemerintah harus merancang peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai hal ini sebelum dilakukannya operasi penggantian jenis kelamin sehingga tidak 

ada kebingungan terhadap para transeksual nantinya, karena belum adanya pengaturan mengenai 

penggantian jenis kelamin ini menyebabkan kekosongan hukum. Sehingga apabila para 

transeksual tidak diakui identitasnya secara hukum akan menyebabkan ketidakadilan dan juga 

timbul berbagai macam diskriminasi kepada mereka, karena melihat bahwa hal seperti ini masih 

tabu di Indonesia. 
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